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MENJAGA HAK KONSTITUSI UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN PEMILU DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Dalam diskusi ngaji pemilu #2 di bulan suci Ramadhan
dan juga di tengah pademi Covid-19 ini, Komite Independen
Sadar Pemilu (KISP) mengangkat sebuah topic diskusiki
mengenai Menjaga Hak Konstitusi Untuk Mewujudkan Keadilan
Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam pemahaman
mengenai keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme
serta mengandung figa elemen, yaitu pencegahan terhadap
sengketa pemilu (prevention of electoral disputes), penyelesaian
ternadap sengketa pemilu (resolution of electoral disputes), dan
alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang
ada (alternative of electoral disputes). Penyelesaian terhadap
sengketa pemilu dapat dibagi ke dalom dua hal, yaitu koreksi
terhadap kecurangan melalui electoral challenges dan
hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara
administatif maupun pidana.

Wabah Covid-19 ini tenfu berdampak pada proses pelaksanaan
pilkada di Indonesia. Manipulasi pemilihan juga akan berpotensi
sangat besar dan ini tentunya akan mencoreng juga kualitas dari
pilkkada 2020.
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A.Sengketa Pemilu, Pilkada dan
Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Pemilu adalah mekanisme Hukum untuk
menegakkan hak pilih warga negara (memilih dan dipilih) baik
melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian
sengketa. Indonesia mengategorikan beberapa permasalahan
hukum baik pelanggaran maupun sengketa yang masing-
masing memiliki mekanismenya sendiri.

Penegakan Hukum Pemilu Membahas persoalan penegakan
hukum pemilu, setidaknya membahas dua hal. Pertama,
pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu. Pelanggaran
pemilu terdiri atas pelanggaran kode etk penyelenggara pemilu,
pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tfindak
pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas
sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengekta dalam
proses pemilu. Dalam melakukan penegakan hukum pemilu ada
dua hal yang harus dilakukan yaitu pencegahan dan penindakan.

Sengketa adalah Pernyataan klaim- klaim atau hak-hak
yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam
sebuah prosesi hukum misalnya dakwaan, mediasi, atau arbitrase
Sengketa pemilu adalah Komplain, protes, sengketa, klaim,
pembatalan, dan kontestasi terkait proses kepemiluan. Fungsi
sengketa pemilu Pertama, sebagai sarana perlindungan hak
politik untuk dipilih (right to be elected), Keduaq, sebagai sarana
pelembagaan konflk dalom proses pemilihan. Ketiga, sebagai
sarana untuk mewujudkan fritujuan hukum dalam proses pemilihan.
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B. Pilkada dan Problem Pandemi
Covid-19

Proses pemilu yang diselenggarakan dalam keadaan luarbiasa
seperti menanggapi pandemi yang baru dan asing, pedoman
yang diterbitkan oleh oforitas kesehatan publik mengenai
pergerakan orang harus menjadi pertimbangan dari keputusan
yang diambil oleh pemerintah dan Badan Penyelenggara Pemilu
(BPP) baik untuk menunda atau menyelenggarakan pemilu.
Pertfimbangan juga harus diberikan untuk penyelenggaran kegiatan
yang aman di seluruh siklus penyelenggaraan pemilu (pendaftaran-
pemilih, rekruitmen dan pelatihan petugas, pencalonan, kampanye
politik, pengadaan dan penyelesaian perselisihan pemilu).

Penundaan pilkada akibat Covid-19 tidak menutup kemung-
kinan akan terjadinya potensi-potensi masalah seperti penyelewe-
ngan kekuasaan, praktik politik uang, Daftar pemilih, penurunan
partisipasi. Apabila pilkada akan di laksanakan pada bulan
Desember maka tahapan pilkada akan dilaksanakan pada bulan
juni, tentunya prediksi Covid-19 apakah akan selesai di bulan juni
tidak ada prediksi yang pasti tentang selesainya wabah Covid-19.
Maka perlu mencari alternatif seperti proses sosialisasi dan coklit.
Apabila proses tahapan pilkada dilaksanakan secara online maka
itu bukan opsi yang mudah karena fidak semua daerah terjangkau
dengan baik mengenai pengunaan online.
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Munculnya perpu menjadi hal yang ambigu Perpu tidak meng-
atur terkait dengan sistem anggaran pilkkada yang juga perlu
penyesuaian karena pilkadanya ditunda; Misalnya, perlu ada pene-
gasan bahwa pertanggungjwaban keuangan mengikuti ketentuan
mentri keuangan dan kekurangan anggaran pilkada akan
ditanggung oleh APBN setelah diajukan oleh penyelenggara pemilu.

Selanjutnya Perppu Pilkada ini masin menggunakan pendekatan
tata kelola teknis pilkada dalam situasi normal, karena sama sekali
tidak memberi ruang bagi penyesuaian pelaksanaan tahapan
pilkada sejalan masa penanganan pandemi Covid-19.

Munculnya Perpu di rasa pemerintah terlalu memaksakan diri
untuk menjadwalkan pemungutan suara Pilkada 2020 pada bulan
Desember. Kesan yang muncul di dalam Perppu ini, terutama
ketentuan di dalam Pasal 201A ayat (3), tahapan pilkada seolah
hanya mencakup persoalan pemungutan suara sqja.

CRIECINE ]

Penyelenggaraan Pilkkada di Bulan September 2021 dirasa lebih
efektfif Hal ini guna menyiapkan terkait anggaran, kondisi yang
memungkinkan, serta menyiapkan infrastruktur hukum yang
dapat memberikan kepastian terhadap penyelenggara pemilu
khususnya Bawaslu.

Selanjutnya pelaksanaan pilkad di bulan Desember di rasa fidak
memperhatikan bagaimana psikologis baik pemilih, penyelenggara
pemilu, dan kandidat. Pilkada yang dipaksakan akan berdampak

pada kualitas pilkada yang buruk. ‘
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